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PERATURAN WALIKOTA BEKASI 

NOMOR 09 TAHUN 2011 
TENTANG 

PEDOMAN PEMBERIAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA BEKASI, 

 

Menimbang         : a. bahwa dengan berakhirnya masa berlaku Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi 2000-2010 telah berimplikasi 
terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkaitan 
dengan proses pemberian perizinan pemanfaatan ruang;  

b. bahwa sampai saat ini Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kota Bekasi 2010-2030 belum ditetapkan menjadi peraturan daerah dikarenakan 
masih dalam proses persetujuan substansi oleh Kementerian Pekerjaan Umum;  

c. bahwa dengan mendesaknya tuntutan masyarakat berkaitan pemanfaatan ruang 
dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pemerintah daerah 
berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan asas-
asas umum pemerintahan yang baik; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b 
dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian 
Perizinan Pemanfaatan Ruang. 

Mengingat           : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukkan Provinsi Jawa 
Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor  93, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4010); 
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 
Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3274); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 
Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469); 

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3470); 

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah 
Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663); 

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang  Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4401); 

9. Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152); 

10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4226); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4247); 

12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4377); 

13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 
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14. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4844); 

16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

17. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4444); 

18. Undang-Undang   Nomor   17   Tahun  2007  tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700); 

19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran 
Negara Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722); 

20. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

21. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataaan Ruang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

22. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4746); 

23. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4851); 

24. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4956); 

25. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5025); 
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26. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

27. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian 
Urusan Pemerintah Di bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3353); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3445); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak 
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor  59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta 
Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air dan 
Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4161); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4242); 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385); 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 
Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019); 

36. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem 
Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 

37. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 
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38. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4638); 

39. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

40. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004); 

41. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya 
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 

42. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2008  tentang Air Tanah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4859); 

43. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987); 

44. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan 
Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4833); 

45. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan 
Perkeretapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009  Nomor129 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048); 

46. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Kereta Api  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009  Nomor 176, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086); 

47. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010  Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 

48. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran 
Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009  Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160); 

49. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan 
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur; 

50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah 
Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86). 
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Memperhatikan    : 1. Berita Acara Pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa 

Barat tentang Rekomendasi RTRW Kota Bekasi, RTRW Kota Bandung dan 4 
RDTR Kabupaten Bandung; 

2. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 650/3724/Bapp tentang Rekomendasi 
Pemberian Persetujuan Substansi Raperda Kota Bekasi tentang RTRW Kota 
Bekasi 2010 – 2030; 

 3. Surat Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementrian Pekerjaan Umum  Nomor 
TR.04.03-Dr/109 Perihal Pertimbangan Teknis Terkait Perizinan Pemanfaatan 
Ruang Kota Bekasi. 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan        :     PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN 

PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 
2. Daerah adalah Kota Bekasi. 
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan Daerah. 
4. Walikota adalah Walikota Bekasi. 
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di 

dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup, melakukan 
kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. 

6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang. 
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana 

yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis 
memiliki hubungan fungsional. 

8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang 
untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. 

9. Penataan Ruang adalah sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan 
pengendalian pemanfaatan ruang. 

10. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, 
pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. 



 7 

11. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, 
pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang. 

12. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang 
diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 

13. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan 
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

14. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat 
diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

15. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang 
meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. 

16. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan 
rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. 

17. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. 
18. Rencana  Tata  Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. 
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut RTRWK adalah arahan 

kebijakan & strategi pemanfaatan ruang wilayah Kota Bekasi. 
20. Rencana Rinci Tata Ruang selanjutnya disebut RRTR adalah perangkat operasional rencana umum 

tata ruang yang terdiri  dan rencana detail tata ruang kota dan rencana tata ruang kawasan strategis 
kota. 

21. Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi selanjutnya disebut RDTR adalah operasionalisasi RTRWK 
yang menjadi pedoman dalam pemanfaatan ruang meliputi penetapan blok-blok peruntukan pusat-
pusat pelayanan kota, lokasi kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan 
budidaya perkotaan, jaringan prasarana dan utilitas di wilayah Kota, merupakan dasar dalam 
penyusunan program pembangunan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota dan menjadi 
dasar bagi penyusunan peraturan zonasi. 

22. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang klasifikasi zona, pengaturan lebih lanjut 
mengenai pemanfaatan lahan dan prosedur pelaksanaan pembangunan. 

23. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya 
yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. 

24. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya yang batas dan 
sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu. 

25. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian  
lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. 

26. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas 
dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 

27. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi 
untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. 

28. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, 
dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional. 
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29. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, 
dan/atau administrasi yang melayani seluruh subwilayah kota. 

30. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial 
dan/atau administrasi lingkungan kota. 

31. Intensitas pemanfaatan ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan 
berdasarkan pengaturan Koefisiensi Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisiensi Lantai Bangunan (KLB). 

32. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka persentase berdasarkan 
perbandingan antara seluruh luas lantai dasar bangunan dengan luas lahan/tanah 
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana kota. 

33. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut  KLB adalah angka perbandingan antara jumlah 
seluruh luas lantai seluruh bangunan terhadap luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang 
dikuasai sesuai dengan rencana kota. 

34. KLB rata-rata adalah besaran ruang yang dihitung dari nilai KLB rata-rata pada suatu kawasan 
berdasarkan ketetapan nilai KLB menurut pemanfaatan ruang yang sejenis. 

35. Koefisien Tapak Bangunan yang selanjutnya disebut KTB adalah angka prosentase luas tapak 
bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan di bawah permukaan tanah terhadap 
luas perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang. 

36. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka prosentase berdasarkan 
perbandingan jumlah luas lahan terbuka untuk penanaman tanaman dan atau peresapan air 
terhadap luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana kota.  

37. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disebut KB adalah jumlah lantai penuh suatu bangunan 
dihitung mulai dari lantai dasar sampai lantai tertinggi.   

38. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah kegiatan yang berkaitan dengan mekanisme perijinan, 
pengawasan dan penertiban agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah 
ditetapkan untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang 
ditetapkan. 

39. Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya 
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, 
sosial, budaya dan/atau lingkungan. 

40. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang 
udara disekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka 
menjamin keselamatan penerbangan. 

41. Kawasan Siap Bangun (Kasiba) adalah sebidang tanah yang fisiknya telah disiapkan untuk 
pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam 1 (satu) atau lebih 
lingkungan siap bangun atau yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan lebih dahulu 
dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana tata 
ruang lingkungan yang ditetapkan Pemerintah Daerah. 

42. Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) adalah sebidang tanah, yang merupakan bagian dari kawasan siap 
bangun ataupun berdiri sendiri, yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan prasarana 
lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal 
atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kavling tanah matang. 
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43. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau 
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang 
tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 

44. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disebut RTNH, adalah ruang terbuka di bagian wilayah 
perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa 
badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori 
(cadas, pasir, kapur, dan lain sebagainya). 

45. Sarana kota adalah kelengkapan kawasan permukiman perkotaan yang berupa fasilitas pendidikan, 
kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan 
kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta pemakaman umum. 

46. Prasarana kota adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan kawasan permukiman 
perkotaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang meliputi jalan, saluran air bersih, saluran air 
limbah, saluran air hujan, pembuangan sampah, jaringan gas, jaringan listrik, dan telekomunikasi. 

47. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan 
pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan 
tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan 
air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 

48. Arahan Pemanfaatan Ruang adalah arahan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang 
wilayah kota sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota melalui penyusunan dan pelaksanaan 
program beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima 
tahunan kota yang berisi usulan program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu 
pelaksanaan.  

49. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat/disusun 
dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW kota yang 
dirupakan dalam bentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif 
dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kota. 

50. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan 
unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi 
peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota.  

51. Ketentuan Perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota 
sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang, yang 
digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang  tertib sesuai dengan 
rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan. 

52. Mekanisme Insentif adalah pengaturan yang bertujuan memberikan rangsangan atau dorongan 
terhadap kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang. 

53. Mekanisme Disinsentif adalah pengaturan yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau 
menghambat kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. 

54. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan 
bersifat ad-hoc dibentuk untuk pelaksanaan Undang-undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tuga 
Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah. 
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55. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, 

korporasi dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan 
ruang. 

56. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, 
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

57. Usaha Kreatif adalah usaha yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, ketrampilan serta bakat 
individu/kelompok untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan 
dan mengeksploitasi dan daya cipta individu/kelompok tersebut. 

 
BAB II 

 
PEDOMAN 

 
Pasal 2 

 
Untuk mengeluarkan izin pemanfaatan ruang di Kota Bekasi sampai diundangkannya Peraturan 
Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi 2010 – 2030 berpedoman kepada : 
a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 
b. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 
d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, 

Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak Cianjur; 
e. Berita Acara Rapat Pleno Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Barat 

tentang Pemberian Rekomendasi RTRW Kota Bekasi, RTRW Kota Bandung dan 4 RDTR 
Kabupaten Bandung; 

f. Draf final Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kota Bekasi Tahun 2010-2030 hasil koreksian terakhir dari Kelompok Kerja Teknis BKPRN 
yang sedang diproses penetapan persetujuan substansi dari Kementrian Pekerjaan Umum 
Direktorat Jendral Penataan Ruang (sebagaimana terlampir). 

 
 

BAB III 
 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 3 
 

Peraturan Walikota ini berlaku sampai diundangkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kota Bekasi Tahun 2010 – 2030. 
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Pasal 4 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi. 
 

Ditetapkan di Bekasi 
pada tanggal  21 Maret 2011   
 

               WALIKOTA BEKASI 
 

Ttd/Cap 
 
 

     H. MOCHTAR MOHAMAD 
 

Diundangkan di Bekasi 
pada tanggal 21 Maret 2011 
 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI 
 
                          Ttd/Cap 
 
                H. DUDY SETIABUDHI 
 
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2011 NOMOR   9   SERI   E 


